BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 133 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

Menimbang : a. bahwa rencana kerja perangkat daerah merupakan
dokumen rencana pembangunan tahunan memuat
program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang
disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan
tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun
berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah
dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah, Rencana Kerja Sekretariat Daerah ditetapkan
dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja
Sekretariat Daerah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik




Menetapkan

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 85 Tahun 2024 tentang
Kabupaten Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 271, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 7022);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun
2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-
2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun
2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sumbawa Nomor 730);

Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 78 Tahun 2025
tentang Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun
2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun
2025 Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

2
3.
4

Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
Bupati adalah Bupati Sumbawa.
Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sumbawa.

Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa adalah Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Sumbawa.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan
daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik
sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.




7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat
Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut
Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.

9. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat
RPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 3
(tiga) tahun.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat
RKPD adalah dokumen perencanaan pemerintah daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.

12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang
selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana
pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan
Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar
penyusunan APBD.

13. Sasaran adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan
dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian
tujuan Renstra-PD.

14. Permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari
kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan
kondisi ideal yang seharusnya tersedia.

15. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan
dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah
karena dampaknya dapat mempengaruhi, daerah baik secara
langsung ataupun tidak langsung secara signifikan dimasa
datang.

16. Kinerja adalah capaian hasil kerja (keluaran, hasil, dan
dampak).

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi
Sekretariat Daerah dalam menyusun perencanaan, penganggaran,
dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta
mengevaluasi hasil kinerja Sekretariat Daerah setiap tahun
berdasarkan capaian target indikator program yang telah
ditetapkan.

Pasal 3
Peraturan Bupati ini bertujuan :

a. sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Sekretariat Daerah
Tahun 2025-2029;

b. sebagai panduan pelaksana teknis kegiatan dan subkegiatan
prioritas pembangunan daerah, yang berpedoman pada




Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah;

c. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan harmonisasi
perencanaan dan penganggaran pembangunan antar sektor,
wilayah dan fungsi maupun tingkat pemerintahan; dan

d. sebagai instrumen dalam mengukur capaian Sekretariat
Daerah berdasarkan capaian target indikator program yang
telah di tetapkan.

BAB II
SISTEMATIKA
Pasal 4
(1) Sistematika Rencana Kerja Sekretariat Daerah meliputi:
BAB I : Pendahuluan;

BAB I : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
dan

BABV : Penutup.

(2) Rencana Kerja Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Rencana Kerja Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (2) meliputi unit organisasi yang terdiri atas:

a. unsur pimpinan adalah Sekretaris Daerah;

b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, yang
mengoordinasikan:

1. Bagian Pemerintahan;
2. Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan
3. Bagian Hukum.

c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, yang
mengoordinasikan:

1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Manusia;
2. Bagian Administrasi Pembangunan; dan
3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa,;

d. Asisten Administrasi Umum, yang mengoordinasikan:
1. Bagian Umum;

2. Bagian Organisasi; dan

3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.




BAB 111
PERUBAHAN RENJA-PD

Pasal 6

(I) Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah dilakukan apabila

terjadi perubahan terhadap Rencana Strategis Sekretariat
Daerah.

(2) Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 31 Des

BUPATI SUMBAWA,

SYARAFUDDIN JAROT

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 31 Dascabor 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

BUDI PRASETIYO
BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2025 NOMOR 139




